Mozaik Humaniora

Vol. 16 (2):

© Dias Pradadimara (2016)


Modal Britania di Indonesia Masa Kolonial

(Britain’s Capital in the Colonial Period in Indonesia)

Dias Pradadimara

Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin

Kampus Tamalanrea, Makassar

Tel.: +62 (0411) 587223
Surel: dpradadimara@unhas.ac.id
Abstrak

Peranan Britania dalam ekonomi kolonial di Indonesia, utamanya pada abad kesembilan belas, masih jarang dikaji. Tulisan ini diawali dengan melihat peran penting yang dimainkan oleh para saudagar Britania dan rumah-rumah dagang Britania dalam periode ketika pemerintah kolonial meningkatkan cengkeramannya dalam ekonomi kolonial sejak tahun 1820-an. Kebijakan utama yang mencerminkan hal ini adalah cultuurstelsel atau kebijakan pengaturan pertanian sekaligus monopoli perdagangan melalui Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Penelitian ini melacak bagaimana para saudagar dan rumah-rumah dagang Britania mengarungi persaingan usaha di tengah meningkatnya tekanan kepada mereka bahkan hingga masa pascakolonial. Dengan melihat perkembangan modal Britania serta peranan pedagang dan pengusaha Britania di Hindia sejak awal abad kesembilan belas hingga masa kemerdekaan, dapat ditunjukkan pentingnya modal dan pemain ekonomi yang tidak secara langsung terkait dengan negara. Berdasarkan gambaran sepintas mengenai pengusaha dan modal Britania di Hindia bisa ditunjukkan adanya peranan “swasta” dalam transformasi ekonomi kolonial. Pengusaha dan modal Britania masuk ke dalam sektor-sektor di mana negara belum siap masuk.
Kata kunci: ekonomi kolonial, Jawa, modal, saudagar Britania

Abstract
The British role in the colonial economy in Indonesia, especially in the nineteenth century, is seldom highlighted. This study focuses on looking at the important role played by the British merchants and merchant houses in 1820s. In the beginning of this period, the Dutch colonial state increased its tight grip on the colonial economy through a series of policies—most notably the cultuurstelsel or the cultivation system as well as the trading monopoly through the Nederlands Handels Maatschappij (NHM). Furthermore, the present study traces the ways in which the British merchants and merchant houses navigated their ways; on the contrary, they did not increase their pressure in the post-colonial era. By examining the development of British capital and the role of British merchants in the colonial period of Indonesia since the beginning of the nineteenth century until post-colonial era, it is shown that capital and merchants had significant roles. Based on the findings on British capital and merchants in colonial era, private sector played a role in colonial ecomomy transformastion. Thus, British capital and merchants penetrated to sectors that was ovelooked by government.
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PENDAHULUAN

Britania secara langsung menguasai Jawa dan sebagian Kepulauan Nusantara hanya dalam waktu yang relatif pendek yakni antara 1811 hingga 1816. Terkait dengan hal itu, tidak mengherankan apabila perhatian sejarawan atas peranan Britania dalam perkembangan masyarakat Indonesia bisa dikatakan sangat terbatas. 
Sebenarnya dapat dikatakan bahwa kurang perhatian ini bukan hanya menghinggapi sejarawan, melainkan masyarakat Indonesia secara umum. Akibatnya, kata Inggris bisa digunakan untuk mengacu pada kata English, England, atau pun British, meskipun dalam bahasa aslinya makna ketiganya sangat berbeda. Britain (dalam bahasa latin Britannia) adalah nama pulau utama di sebelah timur daratan Eropa yang di atasnya terdapat berbagai kesatuan politik. Kerajaan Britania Raya (Kingdom of Great Britain) sejak berdirinya pada tahun 1707 terdiri atas Kerajaan Skotlandia (Kingdom of Scotland) dan Kerajaan Inggris (Kingdom of England) yang di dalamnya termasuk wilayah Wales. Pada tahun 1801 bergabung juga Kerajaan Irlandia (Kingdom of Ireland) untuk membentuk Kerajaan Britania Raya dan Irlandia (United Kingdom of Great Britain and Ireland). Oleh karena itu, dalam tulisan ini digunakan istilah Britania untuk menerjemahkan kata Britain (dan orang Britania untuk British) untuk menghindarkan kebingungan dengan istilah Inggris yang (seharusnya) hanya digunakan untuk kata England (dan orang Inggris untuk English). Dengan kata lain, dalam tulisan ini, istilah orang Britania (British) dimaksudkan di dalamnya orang Skotlandia (Scots), orang Wales (Welsh), dan orang Irlandia (Irish), dan tentu saja juga orang Inggris (English), akan tetapi istilah orang Inggris hanya mengacu pada English dan bukan Scots, Welsh, Irish, atau pun British.
Bahkan, dalam buku The Emergence of A National Economy (2002) yang bisa dianggap sebagai hasil sintesis berbagai kajian sejarah ekonomi Indonesia yang paling mutakhir, perhatian terhadap modal, pedagang, dan pengusaha Britania hanya disinggung secara sepintas. Padahal, seperti yang akan digambarkan dalam artikel ini, pengaruh modal Britania dan peran sentralnya dalam transformasi ekonomi Hindia Belanda tidak bisa diabaikan. Secara khusus akan dibahas di sini peranan modal Britania dalam perkembangan perkebunan dan ekspansi produksi komoditas untuk pasar dunia yang merupakan sektor terpenting dalam perkembangan ekonomi kolonial. 

Beberapa karya sejarah yang menjadi perkecualian penting akan kurangnya kajian atas modal Britania perlu disebutkan di awal tulisan ini. Sejarawan G. Roger Knight adalah salah satu peneliti yang dalam kajiannya (1980, 2007, 2014) terus-menerus menunjukkan adanya pemodal dan pekerja Britania dalam perkembangan ekonomi Hindia, utamanya dalam pertumbuhan industri gula di Jawa. Selain itu, sejarawan yang relatif lebih muda, Ulbe Bosma, juga menyoroti hal ini, baik secara sendiri (2005, 2007) maupun di kemudian hari bekerja sama dengan Knight dan peneliti muda lain yakni Remco Raben (2008).
METODE 
Penulisan ini menggunakan metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik, analisis, sintesis, dan penulisan (Sjamsuddin 2007). Dalam tulisan ini digunakan berbagai sumber dari akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Salah satu sumber yang sangat kaya adalah buku Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch Indie yang diterbitkan secara tahunan di Amsterdam sejak tahun 1888 hingga 1940. Melalui buku tersebut diperoleh gambaran mengenai berbagai perusahaan, jenis usahanya, serta pemiliknya di seluruh Hindia Belanda. Beberapa peneliti lain seperti J.N.F.M. a Campo dan J. Thomas Lindblad juga sudah menggunakan sumber ini untuk kajian mereka. Untuk tulisan ini digunakan terbitan tahun 1900, 1914, dan 1940. Sumber ini telah dikaji secara teliti dan hasilnya dibandingkan dengan sumber lain untuk memperkuat argumen yang diajukan. Dalam pembahasan, tulisan ini dimulai dengan menggambarkan perkembangan modal Britania secara kronologis sejak masa berkuasanya Britania di Jawa pada tahun 1811 hingga masa kolonial berakhir. Sesudahnya, dilakukan satu tinjauan umum berdasarkan gambaran kronologis sebelumnya untuk dapat menekankan kembali makna penting modal Britania dalam perkembangan ekonomi kolonial. Diharapkan bahwa kajian awal ini dapat mendorong adanya refleksi ulang dalam penulisan sejarah Jawa khusunya dan Indonesia umumnya di masa kolonial.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Awal
Meningkatnya peranan modal Britania di Hindia tidak bisa dilepaskan dari dua periode penting dalam sejarah kolonial di Asia, yakni menguatnya modal Britania secara umum di dunia sejalan dengan apa yang disebut oleh Cain dan Hopkins (1993) sebagai “Revolusi Keuangan” ketika secara perlahan-lahan modal Britania mulai beralih dari yang semula ditanam dalam sektor pertanian di Britania menuju sektor perdagangan sejak akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Menguatnya modal Britania ini secara nyata ditunjukkan di India ketika para pedagang dan pengusaha Britania di akhir abad ke-18 semakin kuat kedudukannya di Calcutta, Madras, dan Bombay menggerogoti kekuatan East India Company (EIC) di sana (Tripathi 1979). Pada saat yang sama, meskipun dengan alasan yang berbeda, kekuatan pesaing EIC yakni Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) juga semakin merosot. Kesulitan-kesulitan ekonomi dan perdagangan yang dialami oleh VOC di sepanjang abad ke-18 diperumit dengan pilihan Belanda untuk berpihak kepada Perancis dalam perang melawan Britania di paruh kedua abad ke-18. VOC yang menguasai ekonomi Hindia bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1800, meninggalkan koloninya dalam keadaan kekurangan modal yang akut (Bree 1928 (I):59). Kedua hal ini—menguatnya modal Britania di India dan kurangnya modal di Hindia—menjadi saat-saat penting masuknya modal Britania ke Jawa khususnya dan ke Hindia umumnya.
Ketika Daendels berkuasa di Jawa sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1806 dan demikian pula ketika Raffles menduduki posisi Letnan Jenderal pada tahun 1811 dan memulai proses transisi dibentuknya koloni Hindia Belanda, hal penting yang dilakukan mereka berdua adalah menyewakan dan kemudian menjual sejumlah lahan pertanian yang luar biasa luasnya di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat kekuasaan VOC di sekitar Batavia, Semarang, dan Surabaya baik kepada pedagang maupun kepada Kapitan Cina (Bree 1928 (I):71-72). Penjualan ini menghasilkan modal yang tidak sedikit. Di Jawa bagian Timur, misalnya, seluruh daerah Probolinggo dijual kepada Kapitan Cina Surabaya pada tahun 1808 yang kemudian mengubah daerah tersebut menjadi daerah yang makmur meski kemudian pemberontakan yang dilakukan penduduk setempat mengakhiri penguasaan oleh Kapitan Cina (Bastin 1953-1954). Penjualan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seluruh daerah Pamanukan dan Ciasem (di sebelah Barat Cirebon) di pantai utara Jawa yang sangat luas hingga hampir ke Gunung Tangkuban Prahu dijual kepada beberapa pedagang Britania yang memiliki kedekatan dengan penguasa Britania pada saat tersebut. 
Asal-usul modal yang digunakan oleh pengusaha Britania untuk membeli Pamanukan dan Ciasem (sering disebut sebagai P&T sebagai singkatan Pamanoekan- en Tjiasemlanden) memberi gambaran bagaimana modal Britania masuk ke Hindia. Ketika lahan tersebut dijual pada tahun 1813, dicatat bahwa pembelinya adalah James Sharpnell dan Philip Skelton dari Firma Sharpnell, Skelton & Co. di Batavia (Bree 1928 (I):79, Campbell 1915a:649). Selama ini firma tersebut bertindak sebagai agen dari pedagang Britania terkemuka Charles Forbes yang kaya raya yang berbasis di Bombay, India. Ketika Sharpnell meninggal pada tahun 1815 dan kemudian Skelton menyusul meninggal pada tahun 1821, kepemilikan lahan tersebut jatuh ke tangan serangkaian pedagang Britania baik yang berada di Hindia Belanda maupun di India. Kepemilikan pengusaha Britania atas Pamanukan dan Ciasem berakhir pada tahun 1840 ketika lahan tersebut dibeli oleh Hofland bersaudara, kontraktor gula di Jawa Timur yang keturunan Belanda meskipun kelahiran India (Bosma dan Raben 2008:127-128).  

Pembelian lahan yang sangat luas bukan merupakan satu-satunya jalan masuk modal Britania ke Hindia. Jalan lain yang tidak kalah penting adalah melalui saudagar (merchant) seperti Sharpnell dan Skelton yang disebutkan di atas. Peranan penting para saudagar Britania ini tidak dapat diremehkan. Bahkan, Cain dan Hopkins (1993) menyimpulkan bahwa imperium Britania sejak abad ke-19 hingga Perang Dunia II dimotori oleh para saudagar. Pengusaha-pengusaha besar seperti Charles Forbes di Bombay dan John Palmer di Calcutta memainkan peranan penting tidak hanya di kota tempat mereka membangun kantor dan menimbun modal yang di antaranya mereka kumpulkan dari hasil perdagangan di Asia, tetapi juga berpengaruh jauh hingga Hindia Belanda. Lebih lanjut, akutnya kekurangan modal di Hindia oada awal abad ke-19 menjadikan Pulau Jawa menjadi daerah yang menarik bagi para pedagang dan pengusaha Britania di India. Forbes dan Palmer memiliki agen-agen di Hindia baik melalui firma-firma Britania maupun Belanda. 
Salah satu pedagang Britania yang harus disebutkan di sini adalah Gillian Maclaine. Apabila peranan pedagang-penguasa berakhir sejalan dengan surutnya kekuatan politik Britania di Hindia dan melemahnya kekuatan pengusaha Britania di India pada tahun 1830-an, nama Firma Maclaine, Watson & Co. di Batavia bersama “pasangan-pasangannya” yakni Firma Fraser, Eaton & Co. di Surabaya dan Firma McNeill & Co. di Semarang kelak memainkan peranan yang penting sepanjang masa kolonial di Hindia. Maclaine datang mendarat di Batavia pada tahun 1820 sebagai agen dari Firma MacLachlan dari London (Broeze 2005:395). Berbeda dengan pedagang dan pengusaha yang sudah lebih dahulu ada di Hindia yang banyak mengandalkan modal dari pengusaha Britania di India, pedagang dan pengusaha yang datang belakangan meski awalnya datang sebagai agen firma—oleh Knight (2014) disebut sebagai “Merchant House” atau, dalam Bahasa Indonesia, meskipun kurang pas, “Perusahaan Dagang” atau “Rumah Dagang”—di Britania, namun segera melibatkan diri dengan sangat erat ke dalam dunia usaha di Hindia dengan pengusaha dan penguasa Belanda di saat Hindia sudah berada di tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Segera sesudah mendarat, Maclaine dan beberapa pengusaha Britania lainnya menyewa tanah di Vorstenlanden, membeli satu perkebunan di Buitenzorg, dan menyewa lahan di Malangbong yang ditanaminya kopi. Dia juga bertindak sebagai agen bagi pengusaha kopi lainnya, di antaranya keluarga Dezentje yang sangat berpengaruh di daerah Surakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1822 dia mendirikan firmanya sendiri yakni Maclaine & Co. di Batavia. Bagaimapaun, tidak semua hal berjalan mulus baginya. Pecahnya Perang Diponegoro di tahun 1825 menghancurkan usahanya baik di Vorstenlanden maupun di Malangbong. Pada tahun 1827 melalui temannya yakni Edward Watson, dia menerima tawaran saudagar kaya raya Britania di Calcutta di India John Palmer untuk menjadi agennya di Hindia, dia kemudian mengubah firmanya menjadi Maclaine Watson & Co. di tahun tersebut yang menandakan bergabungnya Watson sebagai partner dalam firma.
Di Bawah Cultuurstelsel
Tahun 1830-an adalah masa sulit bagi pengusaha dan pedagang Britania. Akibat ekspansi yang sangat cepat, berbagai firma Britania di India gulung tikar, tidak terkecuali John Palmer (Webster 2005:100). Ini berarti salah satu sumber modal sekaligus mata rantai dalam jalur perdagangan baik dari dan ke India maupun dari dan ke Eropa melemah. Perang Diponegoro mengancam panen kopi yang rencananya dikapalkan dan dijual ke Eropa. Sementara itu, sebelum perang, pada tahun 1824, khawatir akan menguatnya peranan pedagang-pedagang Britania di Hindia, pemerintah Kerajaan Belanda mendirikan perusahaan dagang Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang modalnya disediakan oleh raja dan kepada NHM diberikan berbagai hak khusus dalam perdagangan di koloni (Mansvelt 1924:I). Semua ini menjadikan NHM tidak ubahnya perusahaan negara yang kuat dan karenanya berusaha mengambil alih berbagai peranan yang dimainkan pengusaha dan pedagang Britania. Paling akhir, kebijakan cultuurstelsel yang diterapkan sejak tahun 1830 semakin memperkuat peranan negara kolonial atas sistem produksi berbagai komoditas pertanian untuk ekspor seperti kopi dan gula (Fasseur 1992). NHM memegang hak monopoli untuk membeli dan mengirimkan hasil cultuurstelsel ke Eropa, dan sebaliknya mengirimkan hasil pabrik tekstil di Belanda ke Hindia. Tidak mengherankan kedua kebijakan yang disebut terakhir ini menyulitkan peluang usaha pengusaha dan pedagang Britania, meskipun seperti yang akan ditunjukkan, tidak menutup peluangnya sama sekali.
Dalam kondisi yang berbeda jauh dengan situasi pada awal abad ke-19 ketika medan usaha sangat terbuka bagi siapa pun yang memiliki modal, pengusaha dan pedagang Britania harus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru yang ada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Penyesuaian ini dilakukan dengan tepat dengan memasuki sektor-sektor yang tidak berada dalam cengekraman negara kolonial. Meskipun NHM mendominasi sebagian besar pengumpulan komoditas pertanian dari Jawa serta mengekspornya ke Eropa, mereka tidak memiliki kapal-kapal sendiri dan karenanya harus menyewanya dari pemilik kapal swasta. Pada tahun 1826 kapal uap pertama yang melayari jalur pantai utara Jawa dengan pemberhentian di Batavia, Semarang, dan Surabaya (dan Cirebon, Tegal, dan Pekalongan kalau diminta) adalah kapal yang secara bersama-sama dimiliki oleh firma-firma Britania, termasuk Maclaine & Co., Thompson, Roberts & Co., dan lainnya (Campbell 1915b:1148-1149). Pada tahun 1833 Maclaine membeli 2 kapal baru untuk melayari rute Batavia dan Singapura, dan ketika usaha ini membuahkan keuntungan, firma ini lebih giat dalam usaha jual-beli kapal. Firma-firma Britania lainnya lebih banyak lagi membeli dan mengoperasikan kapal-kapal yang menjadi lebih penting sejalan dengan meningkatnya produk komoditas dari pedalaman Jawa dan meningkatnya ekspor dari Hindia. 
Pada tahun 1842 Nederlandsch Indische Stoomboot Maatschappij (NISM) dibentuk di Batavia dengan partner dalam firma-firma Britania di Hindia menjadi pemiliknya (Campbell 1915b:1150). Cara ini memungkinkan firma-firma Britania menguasai sektor perkapalan menghindari larangan penguasa kolonial bagi kapal-kapal yang berbasis di luar Hindia untuk beroperasi di koloni Belanda ini. Menariknya, modal perusahaan kapal ini tidak selalu sepenuhnya berasal dari pengusaha Britania. Pada tahun 1850 NISM memperoleh pinjaman dari pemerintah kolonial untuk membangun satu kapal lagi. Hingga awal tahun 1880-an jalur perkapalan di Hindia dan jalur dengan Singapura dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Hindia meski banyak yang dimiliki oleh firma Britania. Oleh karena itu, pada saat sentimen nasionalistik berhembus di Belanda pada tahun 1880-an, muncul usaha untuk mengakhiri hal tersebut yaitu dicapainya persetujuan antara pemerintah kolonial dengan Rotterdamsche Lloyd yang dimiliki oleh pengusaha perkapalan paling penting di Belanda Willem Ruijs (a Campo 2004). Dari persetujuan itu didirikan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang kemudian mengambil alih perusahaan NISM pada tahun 1890 dan menguasai jalur perkapalan di Hindia.  

Hubungan permodalan antara pengusaha Britania dengan pemerintah Belanda baik langsung maupun melalui NHM tidak terbatas pada bidang perkapalan. Pengusaha Britania yang memang memiliki posisi yang lebih baik dalam memperoleh modal, memiliki peranan besar dalam sektor keuangan di Hindia. Pada saat Javaasche Bank didirikan di Batavia pada tahun 1828, para partner dalam firma-firma Britania menduduki kursi dalam dewan direktur. Ketika bank tersebut membuka cabangnya di Semarang dan Surabaya setahun kemudian, peranan partner firma Britania bahkan lebih besar lagi. Partner dari Firma McNeill & Co. dan Fraser, Eaton & Co. selalu menduduki salah satu kursi dewan direkturnya hingga tahun 1874 ketika mereka tidak bersedia lagi duduk di situ (Bree 1928 (I), Campbell 1915b:1170-1173). Di luar bank tersebut, bank-bank Britania seperti Bank of Australia, The Chartered Bank of India, Australia and China, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dan The Chartered Mercantile Bank of India, London and China membuka cabangnya di Hindia secara berturut-turut pada tahun 1836, 1875, 1871, dan 1863 baik secara langsung maupun melalui keagenan salah satu firma (Handboek 1900). 
Di sektor yang segalanya diatur negara kolonial, seperti di dalam industri gula, peranan pedagang dan pengusaha Britania juga berubah meskipun tidak surut. Pada saat kebijakan cultuurstelsel diterapkan, masalah pertama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial adalah mendapatkan pengusaha Belanda yang bersedia menjadi kontraktor gula yang akan bertanggung jawab untuk mengolah tebu dalam pabrik yang harus dibangunnya agar siap untuk dikapalkan. Kesulitan tersebut muncul karena di awalnya, industri gula tidak dianggap sebagai sasaran penanaman modal yang menjanjikan. Pemerintah kolonial bahkan harus menggunakan tekanan pada pengusaha Cina supaya mereka bersedia menjadi kontraktornya. Di samping mereka, pengusaha-pengusaha Britanialah yang kemudian menjadi kontraktor-kontraktor awal. Oleh karena itu, melihat daftar nama kontraktor, nama-nama keluarga Britania seperti Loudon, Etty, Dennison, atau lainnya banyak muncul. Jika keseluruhan pelaku usaha dalam industri gula di Jawa pada awal abad ke-19 dilihat sebagai satu rangkaian mulai dari pengusaha yang menjadi kontraktor gula, firma-firma yang menyediakan pinjaman modal, serta perusahaan perkapalan yang meski berbasis di Hindia namun dimiliki pengusaha Britania, bisa dimengerti besarnya peranan mereka dalam ekonomi perkebunan kolonial. Knight (2007:65), misalnya, memperkirakan bahwa hingga pertengahan abad ke-19 kehadiran firma-firma Maclaine, Watson & Co. (di Batavia), Fraser, Eaton & Co. (di Surabaya), dan McNeill & Co. (di Semarang) di kota-kota pelabuhan penting di Hindia sebagai pemain, dan pedagang menjadikan mereka pengekspor gula terbesar kedua setelah perusahaan seminegara NHM. 
Setelah Cultuurstelsel
Kebijakan cultuurstelsel yang diakhiri secara perlahan-lahan mulai tahun 1860 menciptakan aturan main yang berbeda pula (Fasseur 1986). Dengan dikuranginya secara drastis peranan negara dalam perkembangan perkebunan berarti pula dibuka lebarnya peluang besar bagi modal swasta. Sepuluh tahun kemudian, di awal diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mempermudah penguasaan lahan pertanian bagi siapa pun yang memiliki cukup dana, begitu banyak pemodal kecil (perorangan yang umumnya keturunan Eropa yang tinggal di Jawa) telah menanamkan modalnya ke dalam bidang perkebunan. Ratusan lahan perkebunan disewa oleh pengusaha perorangan maupun oleh lembaga perusahaan terbatas yang berbadan hukum (naamloze venootschaap/NV) dan ditanami berbagai tanaman komoditas seperti tembakau, kina, cokelat, atau kopi (Handboek 1900). Situasi ketika banyak pemodal masuk ke dalam sektor ini memberi peluang bagi para pengelola modal untuk berperan baik sebagai penyedia maupun penyalur pinjaman, atau pun sebagai pengelola (manajer) perusahaan. Di Hindia di masa inilah menguat peranan apa yang dalam literatur sejarah imperialisme Britania disebut sebagai agency houses (atau kadang merchant houses atau juga managing houses).

Agency house di India awalnya adalah suatu firma yang berdiri untuk membantu mengelola dana yang dikumpulkan oleh para pegawai EIC sejak akhir abad ke-18 untuk kemudian ditanamkan ke usaha-usaha yang dianggap menguntungkan, misalnya industri tekstil atau pertambangan (Kling 1966:37-38). Seringkali firma ini terdiri atas beberapa orang yang merupakan saudagar (merchant) yang bekerja sama (partnership) dan karenanya, anggota-anggota firma disebut sebagai “partner.” Sejalan dengan terjadinya boom dalam pasar saham dan mengalirnya modal dari Britania khususnya dan Eropa pada umumnya, banyak firma ini kemudian memainkan peranan sebagai pengelola modal yang baru masuk atau pun sebagai agen perwakilan dari lembaga (termasuk perusahaan) yang berada di Britania namun ingin ikut dalam usaha perdagangan di luar Britania. Peranan berbagai firma ini tentu saja tidak terbatas di India. Kesempatan yang terbuka sejalan dengan semakin dominannya kekuatan Britania pada masa imperialisme segera dimanfaatkan oleh firma-firma yang ada dan memacu tumbuhnya firma-firma baru (Chapman 1998:204).
Seperti sudah disinggung di atas, firma-firma Britania telah memainkan peranan dalam sejarah Hindia sejak Britania menguasai koloni ini pada tahun 1911. Mengalirnya modal dari Eropa pada masa sesudah dihentikannya cultuurstelsel meningkatkan kebutuhan akan lembaga yang di satu sisi memiliki kemampuan manajerial baik manajerial keuangan maupun manajerial pengelolaan pengumpulan dan distribusi barang, dan di sisi lain memiliki pengetahuan akan kondisi lokal di koloni (Chapman 1992, 1998:204). Kemampuan manajerial keuangan dibutuhkan karena tuntutan pengelolaan modal asing yang ditanamkan, sedangkan kemampuan manajerial barang diperlukan berkait dengan peranan firma ini sebagi pedagang untuk ekspor dan impor. 
Pertumbuhan arus modal yang dikelola oleh berbagai firma di Hindia tidak selalu lancar. Pada akhir 1880-an terjadi krisis perkebunan yang cukup parah ketika di saat yang hampir bersamaan harga gula jatuh dan tanaman tembakau serta kopi mengalami serangan penyakit yang cukup parah. Krisis tersebut disusul banyak pemilik perkebunan, utamanya pemilik perorangan, melepaskan perkebunannya untuk menghindarkan diri dari kerugian mendalam. Yang terjadi kemudian adalah banyak pemilik modal perorangan yang mencari modal tambahan dari pasar saham di Eropa, terutama Amsterdam, dengan konsekuensi mengubah sistem kepemilikan dari kepemilikan perorangan menjadi kepemilikan lembaga yang berbadan hukum yakni NV. NV yang dibentuk dapat berbasis di Belanda atau pun di Hindia, namun jelas bahwa usaha utama NV ini tidak ada yang di Belanda melainkan sepenuhnya ada di koloni atau yang sering disebut sebagai free-standing companies (Gales dan Sluyterman 1993, Jonker dan Sluyterman 2000:205-208, dan bandingkan dengan Chapman 1992:235-241). 

Proses pergeseran dari kepemilikan perorangan ke kepemilikan oleh lembaga usaha seperti disinggung di atas bisa dilihat dengan lebih jelas apabila kita melihat apa yang terjadi dengan kepemilikan tanah partikelir. Tanah partikelir atau particulaire landereijen adalah sebutan khusus untuk sebidang lahan yang biasanya untuk ukuran masa kini sangat luas yang dibeli dan berstatus eigendom oleh perseorangan dari masa sebelum VOC. Karenanya lahan ini bisa saja dimiliki tidak hanya oleh pribumi tetapi oleh orang Belanda, Britania, Arab, Cina, India atau orang asing lainnya—sesuatu yang tidak mungkin lagi sesudah 1854 (Delden 1911).
Pamanukan dan Ciasem. Seperti yang telah disinggung di atas, setelah tahun 1840 kepemilikan lahan ini jatuh ke tangan Hofland bersaudara yang adalah kontraktor gula yang berhasil. Namun, dengan meninggalnya kedua bersaudara tersebut, lahan ini kemudian tidak dikelola dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Pada tahun 1886 lahan ini dikuasai oleh Maatschappij ter expolitatie der Pamanoekan- en Tjiassemlanden yang berbentuk NV yang berkantor di Batavia. Bentuk NV ini memungkinannya untuk memperoleh modal dari berbagai sumber perorangan yang kemudian jumlahnya cukup besar untuk menjalankan lagi berbagai perkebunan yang ada di dalamnya sebelum hampir 15 tahun kemudian kepemilikannya berpindah lagi. Pada tahun 1910 tanah partikelir dan perkebunan di atasnya diambil alih oleh satu perusahaan yang berkantor di London, yakni Anglo Dutch Plantations of Java, Ltd. (Handboek 1900, 1914). Pengambilalihan ini merupakan bagian dari gelombang masuknya kembali modal Britania ke sektor perkebunan di Hindia sejalan dengan adanya demam penanaman karet di Semenanjung Melayu dan Hindia.
Besarnya arus modal dari Britania lagi-lagi membuat khawatir pemerintah kolonial dan berakibat munculnya desakan bagi pemerintah untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir yang mulai berjatuhan ke tangan pengusaha Britania. Desakan terhadap pemerintah dan adanya keinginan untuk mengikuti desakan tersebut tentu saja pada gilirannya membuat gelisah para pemilik modal Britania. Untuk meredakan kegelisahan ini, Duta Besar Belanda di London bahkan harus membuat pernyataan mengenai belum akan dilaksanakannya niat untuk membeli tanah-tanah partikelir yang sudah dikuasai oleh pengusaha Britania (Delden 1911:5). Pada kenyataannya, hingga pendudukan Jepang, tanah-tanah partikelir masih di tangan pemiliknya, termasuk Pamanukan dan Ciasem.
Dekolonisasi
Jatuhnya Hindia ke tangan Jepang pada tahun 1942 yang disusul dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan yang terjadi 5 tahun kemudian membuat konteks pengusaha Britania bekerja berubah. Sejak tahun 1942 segala sesuatu yang berbau Eropa tidak lagi menjadi aset melainkan menjadi sasaran bagi pengambilalihan. Hal ini paling dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha atau pemilik modal Belanda. Apalagi setelah tahun 1957 dan secara formal di tahun 1958 perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik. Perusahaan Britania, seperti juga perusahaan-perusahaan Amerika, Belgia, dan lainnya, mengalami nasib yang berbeda (Lindblad 2010, White 2004). Meskipun ada desakan untuk pengambilalihan paksa, perusahaan Britania tidak diambil alih hingga tahun 1964 ketika pecah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang baru meenyatakan kemerdekaan dengan dukungan Britania Raya. Ketika itu terjadi pun, tidak sampai dua tahun kemudian semua perusahaan Britania yang diambil alih dikembalikan apabila pemilik lama bersedia menerimanya kembali.
Firma-firma Britania seperti Maclaine Watson & Co. tampaknya berhenti beroperasi sejak tahun 1942, dan sesudah tahun 1945 tampaknya firma-firma ini tidak melakukan kegiatan yang menonjol sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Sebagai contoh, beberapa tahun sebelum kedatangan Jepang, Firma Maclaine Watson & Co. menjadi pengelola (dalam berbagai kapasitas seperti direksi atau komisaris) beberapa perusahaan perkebunan seperti  Pasir Langkap di Batavia, Dermaga di Buitenzorg, dan Tjimedang di Amsterdam dan pada saat yang sama menjadi agen dari perusahaan perkapalan yang singgah di Hindia (Handboek 1940). Lenyapnya firma-firma semacam ini karenanya dapat diduga disebabkan peranan utama mereka untuk menjadi perantara dan sebagai agen perkapalan tidak bisa dijalankan karena aktivitas perdagangan belum lancar, sementara aset yang mereka miliki secara langsung relatif kecil jumlahnya. Perang, kemerdekaan Indonesia, dan proses dekolonisasi tampaknya melenyapkan peranan mereka. 
Apabila mereka yang selama ini berperan utama sebagai pedagang, pengusaha, atau pun agen dari perusahaan lain menghadapi masa sulit karena perubahan konteks tempat mereka selama ini berkembang, kondisi yang tidak berbeda juga dialami oleh pengusaha Britania yang menguasai aset yang cukup besar. Kondisi yang dihadapi oleh pemilik tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem menggambarkan hal ini. Setelah kondisi perkebunan di atas lahan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan berkantor di London yakni Anglo Dutch Plantations of Java tidak terkendali sejak masa pendudukan Jepang, di tahun 1957 tampaknya tanah partikelir ini mereka coba untuk jual (Lindblad 2008:161). Pada tahun 1964 terjadi pengambilalihan aset perusahaan Britania menyusul “konfrontasi” dengan Malaysia dan tidak mengherankan Pamanukan dan Ciasem yang sangat luas menjadi saasaran juga. Selain itu, kondisi kerja bagi pegawai yang masih bertahan menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu (White 2004:103). 

Belum diperoleh informasi jelas apa yang terjadi dengan tanah partikelir ini sesudah jatuhnya Sukarno dan kebijakan untuk mengembalikan aset perusahaan ke tangan pemiliknya, namun tampaknya aset Anglo Dutch Plantations of Java tidak pernah dikembalikan, sistem kepemilikanyalah yang diubah. Pada tahun 1966 ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Anglo-Indonesian Plantations, Ltd. (yang namanya berbeda dengan nama pemilik sebelumnya) untuk mengelola Pamanukan dan Ciasem dengan membentuk di Indonesia sebuah PT yakni Indoplant. Pemerintah Indonesia menyertakan modal minoritas dalam perusahaan ini, dan dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1969 dan PP Nomor 7 Tahun 1970 untuk mengaturnya. Kesepakatan ini tampaknya tidak berjalan karena beberapa tahun kemudian oleh pemerintah Indonesia dibentuk bebagai Perusahaan Perkebunan yang mengelola semua lahan perkebunan yang asetnya berasal dari pengambilalihan, termasuk di antaranya Pamanukan dan Ciasem yang berarti de facto aset ini dikuasai oleh negara.
Dengan melihat perkembangan modal Britania serta peranan pedagang dan pengusaha Britania di Hindia sejak awal abad ke-19 hingga masa kemerdekaan, bisa ditunjukkan pentingnya modal dan pemain ekonomi yang tidak secara langsung terkait dengan negara. Kebijakan cultuurstelsel dan peranan NHM dalam periode yang sama memang sangat penting. Namun, seperti ditunjukkan dalam tulisan ini, masih banyak peluang di dalam ekonomi kolonial, dan peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang dan pengusaha non-Belanda, dalam hal ini pengusaha Britania. Jika kita dapat melihat adanya dikotomi dalam ekonomi kolonial, di satu sisi ada lembaga, modal, dan sistem perkebunan yang disediakan, diatur dan, karenanya, sangat dipengaruhi oleh negara. Sementara di sisi yang lain, ada lembaga, modal, dan sistem keuangan yang tidak diatur oleh negara dan bergerak atas permintaan pasar. Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat kait-mengkait yang sangat erat antara mereka yang dibangun dan diatur oleh negara dengan mereka yang lebih bermain di pasar. Firma-firma Britania sering sekali memperoleh modal berdasarkan kesepakatan dengan negara kolonial baik untuk berdagang maupun untuk menyediakan segala hal yang kiranya mempermudah perdagangan seperti kapal dan sistem kereta api.
Pengamatan atas peranan pengusaha dan modal Britania dalam sektor perkebunan juga memberi gambaran atas cara bekerjanya sistem ekonomi kolonial yang tidak hanya mengandalkan peranan instrumen ekstra-(atau non-)ekonomi, misalkan dengan memanfaatkan bupati, lurah, demang, atau pimpinan masyarakat lainnya yang memiliki hak-hak tradisional di wilayahnya untuk menggerakkan buruh dan memanfaatkan lahan, atau pun penerapan sistem monopoli yang diberikan negara kolonial kepada NHM dan (nantinya) KPM, seperti yang terjadi melalui cultuurstelsel. Dengan melihat pasang surut pengusaha dan modal Britania dapat dilihat juga bekerjanya ekonomi kolonial dan menganalisis adanya proses transisi ekonomi Hindia menuju sistem ekonomi kapitalis di mana buruh bebas mulai memainkan peranan yang penting serta lahan (utamanya yang berstatus tanah partikelir) secara perlahan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam proses ini, modal merkantilis Britania dan juga—sejak akhir abad ke-19—modal merkantilis Belanda memiliki peran penting. 
Knight (2007:36) menyatakan bahwa absennya pemilikan lahan secara langsung oleh pengusaha perkebunan (kecuali tanah partikelir) memaksa kita untuk melihat ke bagian lain dalam ekonomi kolonial untuk menjelaskan proses pembentukan modal (capital formation) pada masa kolonial. Proses ini perlu dijelaskan sebagai bagian penjelasan proses yang lebih besar yakni transisi ekonomi Hindia menuju kapitalisme. Secara rinci Knight menunjukkan bahwa pembentukan modal didorong akibat kebutuhan modal bagi pembangunan pabik-pabrik gula di Jawa di bawah kebijakan cultuurstelsel. Tulisan ini hendak melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Knight, di mana selain “langsung” di dalam sektor perkebunan, pembentukan modal dilakukan melalui sektor-sektor yang mendukung perkebunan seperti keuangan, perkapalan, kereta api dan lainnya di mana modal, pedagang, dan pengusaha Britania memiliki posisi dominan.
Akibat besarnya kajian atas cultuurstelsel, kajian sejarah ekonomi kolonial Hindia dilakukan dengan terlalu memperhatikan peranan negara. Sebaliknya, kajian sejarah ekonomi India khususnya dan daerah-daerah yang menjadi bagian kekuasaan kolonial Britania pada umumnya (termasuk kajian Semenanjung Malaya) banyak memerhatikan peranan pedagang dan pengusaha dalam ekonomi kolonial. Oleh karena itu, kajian sejarah ekonomi yang membandingkan ekonomi kolonial di daerah yang berada di bawah Britania dengan yang berada di bawah Belanda kemungkinan akan memberikan nuansa dan cara pandang baru dalam penulisan sejarah Indonesia. Berdasarkan gambaran sepintas mengenai pengusaha dan modal Britania di Hindia bisa ditunjukkan adanya peranan “swasta” dalam transformasi ekonomi kolonial. Pengusaha dan modal Britania masuk ke dalam sektor-sektor di mana negara belum siap masuk. Meskipun demikian, pengaruh negara kolonial dan kebijakannya tidak dapat dilupakan ketika membicarakan pengusaha dan pemodal. Dukungan modal oleh penguasa kolonial secara langsung, penyediaan pinjaman oleh perusahaan seminegara seperti NHM, dan kemudian proses dekolonisasi memengaruhi pasang dan surutnya pengusaha dan pemodal.
Tidak diragukan lagi bahwa kajian atas firma-firma Britania dan juga Belanda akan sangat bermanfaat untuk menjelaskan proses transisi ekonomi kolonial. Akan tetapi, berbeda dengan perusahaan, apalagi perusahaan yang tercatat di bursa saham, yang memiliki catatan keuangan yang disimpan dalam arsip terbuka, firma cenderung tidak mengumumkan catatan keuangannya. Akibatnya, bagi sejarawan, tidaklah mudah untuk memperoleh informasi internal firma-firma tersebut. Yang dapat dilakukan adalah melacak tindakan yang mereka dilakukan, meskipun pemahaman kita atas alasan dan motif tindakan tersebut harus masuk dalam wilayah spekulasi. Meskipun demikian, yang sudah dilakukan oleh Chapman (1992) menunjukkan bahwa hal ini bukanlah hal yang mustahil.
SIMPULAN
Tulisan ini telah berusaha untuk menggambarkan naik-turunnya modal Britania di Jawa pada masa kolonial. Dalam gambaran ini bisa dilihat peran penting modal dan saudagar Britania dalam perkembangan ekonomi kolonial di Jawa. Masuknya modal dan saudagar Britania ke dalam sektor-sektor yang pada saat itu tidak dilirik oleh pengusaha Belanda seperti penggilingan tebu dan perkapalan membuat para saudagar Britania terus dapat memainkan peranannya. Sangat beruntung bahwa beberapa tahun terakhir kajian tentang “nasib” modal Britania di masa dekolonisasi sudah banyak diterbitkan. Namun, bagaimana para saudagar Britania bisa muncul pada awalnya dan memainkan perannya di masa kolonial, masih sedikit dikaji. Kajian Knight sudah menunjukkan bahwa dibutuhkan ketekunan yang lebih untuk melacak modal Britania yang dikelola oleh firma mengingat sifat khas dari unit usaha yang lebih berbentuk sebagai “rumah dagang” dan bukan perusahaan terbuka. Untuk firma-firma di India, utamanya yang berasal dan menggunakan modal Britania. 
Tulisan tentang modal Britania di Hindia Belanda ini diharapkan dapat menjadi sumbangan awal sederhana tidak hanya untuk kajian perkembangan ekonomi kolonial, tetapi juga untuk menggairahkan “penulisan baru” sejarah imperial. Penemuan baru tersebut adanya perhatian besar pada jaringan (web) yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam imperium maupun antara wilayah di koloni dengan “pusat” di Eropa. Dalam jaringan ini, para pelaku, mulai pegawai kolonial, ilmuwan, seniman, dan tentu saja pengusaha dan saudagar, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu imperium yang sama atau bahkan lintasimperium dari imperium Britania ke imperium Belanda dan kembali atau sebaliknya. Kajian tentang modal Britania dan para saudagar yang mengelola modal ini tentu akan dapat memperkuat penulisan sejarah dengan pendekatan dan perspektif baru ini.
DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1900,1914, 1940. Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch Indie. Amsterdam: J.H. de Bussy.
Bastin, John. 1953—1954. “The Chinese Estates in East Java during the British Administration.” Indonesie 7 (5): 433-439.
Bosma, Ulbe. 2005. “Het Cultuurstelsel and Zijn Buitelandse Ondernemers.” Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (2):3-28.
_____. 2007. “The Cultivation System (1830—1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java.” Journal of Southeast Asian Studies 38 (2):275-291.
Bosma, Ulbe dan Remco Raben. 2008. Being “Dutch” in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500—1920. Singapore: NUS Press.
Bree, L. De. 1928. Gedenkboek van de Javasche Bank, 1828-24 januari-1928 (I). Weltevreden: Kolff.
_____. 1928. Gedenkboek van de Javasche Bank, 1828-24 januari-1928 (II). Weltevreden: Kolff.

Broeze, Frank. 2005. “A Scottish Merchant in Batavia (1820-1840): Gillean Maclaine and Dutch Connection.” Dalam Diaspora Entrepreneurial Networks: Four Centuries of History, disunting oleh Ina Baghdiants Mc Cabe, Gelina Harlaftis, dan Ioanna Pepelasis Minogloum. Oxford: Berg.
Cain, P.J. dan A.G. Hopkins. 1993. British Imperialism: Innovation and Expansion 1688-1904. Essex: Longman.
Campbell, Donald Maclaine. 1915a. Java: Past & Present. A Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities and Products (I). London: William Heinemann.
_____. 1915b. Java: Past & Present. A Description of the Most Beautiful Country in the World, Its Ancient History, People, Antiquities and Products (II). London: William Heinemann.
Campo, J.N.F. a. 2004. Engines of Empire: Steamshipping and State Formation in Colonial Indonesia. Hilversum: Verloren.
Chapman, Stanley. 1992. Merchant Enterprise in Britain: From the Industrial Revolution to World War I. Cambridge: Cambridge University Press.
Chapman, Stanley. 1998. “British Free-Standing Companies and Investment Groups in India and the Far East.” Dalam The Free Standing Companies in the World Economy, 1838-1996, disunting oleh Mary Wilkins dan Harm Schroter. Oxford: Oxford University Press.
Delden, Emile van. 1911. De Particuliere Landerijen op Java. Leiden: Universiteit te Leiden.
Fasseur, C. 1991. “Purse or Principle: Dutch Colonial Policy in the 1860s and the Decline of the Cultivation System.” Modern Asian Studies 25 (1):35-52
Gales, Ben P.A. dan Keetie E. Sluyterman. 1993 “Outward Bound: The Rise of Dutch Multinationals.” Dalam The Rise of Multinationals in Continental Europe, disunting oleh Geoffrey Jones dan Harm G. Schroter. Aldershot: Edward Elgar.
Jonker, Joost dan Keetie Sluyterman. 2000. At Home on the World Markets: Dutch International Trading Companies from the 16th Century until the Present. The Hague: Sdu Uitgevers.
Kling, Blair B. 1966. “The Origin of the Managing Agency System in India.” Journal of Asian Studies 26 (1):37-47
Knight, G. 1975. “John Palmer and Plantation Development in Western Java during the Earlier Nineteenth Century.” Bijdrage tot de Taal- Land- en Volkenkunde 131 (2/3): 309-337.
_____. 1980. “From Plantation to Padi-field: The Origins of the Nineteenth Century Transformation of Java’s Sugar Industry.” Modern Asian Studies 14 (2):177-204.
_____. 2007 “Descrying the Bourgeoisie: Sugar, Capital and State in the Netherlands Indies, circa 1840—1884.” Bijdrage tot de Taal- Land- en Volkenkunde 163 (1):34-66.
_____. 2014 “Rescued from the Myths of Time. Toward a Reappraisal of European Mercantile Houses in Mid-Nineteenth Century Java, c. 1830-1870,” Bijdrage tot de Taal- Land- en Volkenkunde 170:313-341
Lindblad, J. Thomas. 2008. Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia. Leiden: KITLV Press.
_____. 2010. “In the Shadow of Decolonization: British Capital Investment in Indonesian Estate Agriculture.” Dalam Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia, disunting oleh J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto. Yogyakarta: Ombak.
_____. 2013. “British Business and the Uncertainties of Early Independence in Indonesia.” Itinerario 37 (2):147-164.
Mansvelt, W.M.F. 1938. De Eerste Handelshuizen. Batavia: Centraal Kantoor voor Statistiek.
Raben, Remco. 2013. “A New Dutch Imperial History? Perambulations in a Prospective Field,” BMGN. Low Countries Historical Review 128 (1):5-30.
Roy, Tirthankar. 2014. “Trading Firms in Colonial India.” Business History Review 88 (Spring):9-42.

Tripathi, A. 1979. Trade and Finace in the Bengal Presidency. Calcutta: Oxford University Press.
Webster, Tony. 2005. “An Early Global Business in a Colonial Context.” Enterprise and Society 6 (1):98-133.
White, Nicholas J. 2004. British Business in Post-Colonial Malaysia, 1957-70. ‘Neo-colonialism’ or ‘Disengagement’? London: RoutledgeCurzon.
_____. 2012. “Surviving Sukarno: British Business in Post-Colonial Indonesia, 1950-1967,” Modern Asian Studies 46 (5):1277-1315.
1

